
SKRIPSI 

PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN 

KARET PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM 
 (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG REJO, KEC. NEGERI AGUNG, 

KAB. WAY KANAN) 

 

 

Oleh: 

 

M. SHOLEH SURYADI 

NPM. 13103374 

 

 

 

 

 

 

 

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy) 

Fakultas : Syariah dan Bisnis Islam 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO 
1439 H/2018 M 

  



 

PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN KARET 

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG REJO, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY 

KANAN) 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) 

 

 

 

Oleh: 

M. SHOLEH SURYADI 

NPM. 13103374 

 

 

 

 

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., MH 

Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I 

 

 

 

 

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy) 

Fakultas : Syariah dan Bisnis Islam 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO 

1439 H / 2018 M 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 ABSTRAK 
SISTEM TIMBANGAN DALAM JUAL BELI PEPAYA DI DESA ITIK 

RENDAI KECAMATAN MELINTING LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

Oleh: 

MUID SIDIK 

 Bisnis jual beli buah pepaya telah lama dijalankan oleh masyarakat di 

Desa Itik Rendai, Kecamatan Melinting,  Kabupaten Lampung Timur. Hal ini di 

dukung oleh banyaknya masyarakat yang membudidayakan buah papaya karena 

di dukung oleh  lahan dan iklim tropis yang sangat cocok untuk buah pepaya 

tumbuh dan berbuah secara optimal. 

 Ketika musim penen tiba, petani Desa Itik Rendai menjual hasil panennya 

kepada tengkulak yang ada di lingkungan sekitar. Dimana sistem timbanganya 

adalah buah pepaya dimasukan kedalam keranjang sampai terisi penuh dengan 

kapasitas ukuran penuh tergantung pengisi keranjang, setelah penuh maka buah 

pepaya yang ada dalam keranjang terhitung dan terjual seberat 50 Kg, tanpa 

ditimbang terlebih dahulu oleh tengkulak. Untuk itu bagaimana sistem timbangan 

dalam jual beli pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur 

menurut perspektif ekonomi islam. 

 Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan penyusun adalah 

penelitian lapangan (field researc), dan sifat penelitian adalah deskiptif kualitatif. 

Adapaun langkah-langakah dalam teknis pengumpulan data adalah dengan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang 

digunakan adalah kualitatif dengan cara berfikir induktif. 

 Berdasarkan hasil penelitian menurut perspektif ekonomi Islam terhadap 

sistem timbangan dalam jual beli   pepaya  di Desa Itik Rendai Kecamatan 

Melinting Lampung Timur, tidak dibolehkan karena mengandung usur gharar, 

tadlis, dan berusaha dangan cara yang batil. Selain itu dalam pelaksanaan itu 

sangat bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yaitu nilai keadilan, nilai 

kenabian, nilai  pemerintah, dan nilai hasil. Sehingga sistem timbangan dalam jual 

beli pepaya tersebut belum memenuhi prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 MOTTO 

 

                                   

 “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” 
1
 

(QS. Al-Isra (17): 35) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai khalifah dibumi bertugas untuk memakmurkan bumi 

ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah 

diberikan Allah kepada dan untuk semua manusia. Semua itu disiapkan Allah 

untuk memenuhi kebutuhan hidup hambanya. Dengan demikian, bahwa 

manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak 

dimanfaatkan, membuka tanah atau memanfaatkan lahan adalah suatu usaha 

pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan 

belum pernah ditanami, serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk 

kebutuhan, seperti bercocok tanam. 

Mengolah dan mengelola tanah milik orang lain dalam Islam diatur 

harus dengan cara bekerja sama, kerja sama adalah hubungaan antara dua 

orang atau lebih dalam menjalankan kegiatan bisnis/ekonomi supaya berjalan 

dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang dapat menjalankan 

kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit atau 

ilmu/kemampuan yang dimiliki sedikit.2 

Macam-macam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara lain 

yang pertama yaitu  muzaraah,  merupakan bentuk kerja sama antara pemilik 

lahan atau pemilik modal dengan pekerja dalam pengelolaan lahan, bibit dan 

                                                 
2
Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law In Business, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 

h. 112. 



pupuk dari si pengelola dengan perolehan sebagian hasilnya.3 Selain 

muzaraah, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian kedua adalah musaqah, 

musaqoh yaitu  seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). 

atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan 

mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.
4 Ada 

juga definisi lain yaitu musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik 

kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dirawat 

sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang 

dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan 

penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
5
 

Musaqah juga didasarkan atas ijma’ (kesepakatan para ulama), karena 

sudah merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk kerja sama sosial 

antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang 

kurang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah 

ayat 2, yaitu: 

بِ لۡ بِ   بِ رِّبِ اوَ ٱلتَّ لۡ وَ ىٰۖ  اوَ وَ  وَ وَ اوَ نُ واْ  وَ وَ   ٱلۡ
وَ  اوَ وَ وَ اوَ نُ واْ  وَ وَ   ٱلۡ وَ  إبِنتَّ  للّتَّ نبِِۚ اوَ  تَّ نُ واْ للّتَّ اوَىٰۖ  نُدلۡ

اوَ ٱلۡ

يدنُ  ٱلۡ بِ وَ ببِ  شوَدبِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan 

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya 

Allah amat beratsiksa-Nya.”.6 

                                                 
3
Enizar, Hadis Ekonomi, h. 30 

 4
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145. 

5
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282. 

 
6
 Al Qur’an dan Terjemahan, Kementrian Agama RI, QS Al-Maidah (5): 2 



  

Pada kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun 

motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat yang dibenarkan oleh 

Islam, selain itu supaya tercapainya kinerja yang produktif, efektif dan efisien 

harus didasari dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama 

antara pemilik kebun dengan penggarap. 

Perjanjian bagi hasil diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 

poin c yang berbunyi, perjanjian bagi-hasil adalah perjanjian yang dilakukan 

antara pemilik dengan suatu pihak atau badan hukum yang dalam undang-

undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian, yang mana penggarap 

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk melakukan usaha pertanian diatas 

tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya sesuai kesepakatan antara kedua 

belah pihak.7 

Islam juga memberikan solusi dalam rangka merealisasikan prinsip-

prinsip etika bisnis Islam. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan 

kemaslahatan atau kemanfaatan, rasa tanggungjawab dan memelihara 

keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan 

dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah bagi 

hasil musaqah (kerjasama antara pemilik kebun karet dan penggarap), karena 

dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong.kerjasama 

ini berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dipraktekkan masyarakat di Desa 

                                                 
 
7
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi 

Hasil Pasal 1 Poin c. 



Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan, masyarakat setempat 

sering menyebutnya dengan bahasa adat jawa dengan istilah maro (1/2). 

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa 

Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan dalam usaha 

perkebunan karet. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah perkebunan di 

Desa Tanjung Rejo di dominasi oleh perkebunan karet yaitu seluas 955 ha. 

Faktor lain juga ikut mempengaruhi salah satunya adalah mayoritas 

masyarakat mempunyai kebun yang tidak digarap karena mempunyai 

pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Sementara itu yang 

lain tidak mempunyai kebun karet tetapi mampu untuk menggarapnya, 

sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil di sektor perkebunan karet. 

Ada dua pihak dalam kerjasama tersebut, pihak pertama (pemilik 

kebun) atas kehendak sendiri menyerahkan kebunnya kepada pihak kedua 

(penggarap) untuk merawat kebunnya. Dalam kerjasama ini kedua pihak 

tersebut membuat kesepakatan yang menggunakan adat kebiasaan yaitu 

hanya menggunakan kesepakat lisan tanpa saksi dan bukti tertulis saat 

melakukan kesepakatan bagi hasil.
8
  

Sistem maro yang dilakukan berawal dari kesepakatan sebelum 

merawat tanaman karet tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil 

maro yang bermula pemilik kebun menyerahkan kebunnya yang sudah di 

tanami tanaman karet yang berumur sekitar 4-5 tahun kepada pihak 

penggarap, setelah itu pihak penggarap memulai merawat kebun sekitar satu 

                                                 
8
 Wawancara pra survey dengan Bapak Sutomo selaku pemilik kebun karet di Desa 

Tanjung Rejo, tanggal 7Agustus 2017. 



tahun dengan seluruh modal ditanggung olehnya termasuk pupuk, obat-

obatan dan peralatan sadap pohon karet. Setelah merawat tanaman tersebut 

sampai siap sadap/panen (umur pohon karet sekitar 5-6 tahun) pihak 

penggarap dapat menerima bagi hasil atas penyadapan karet tersebut. 

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan digambarkan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Pertama, pihak pertama berkewajiban 

memberi kebebasan kepada pihak kedua untuk merawat dan mengambil 

hasilnya (getah karet) dan berhak menerima bagi hasil dari hasil penjualan 

getah karet dari pihak kedua. Kedua, kewajiban pihak kedua adalah merawat 

kebun karet tersebut dengan penuh tanggungjawab, serta memberikan bagian 

kepada pihak pertama dengan jujur, serta berhak mendapatkan bagian dari 

hasilnya.
9
 

Perjanjian bagi hasil yang berlangsung pada masyarakat tidak 

sepenuhnya didasari pada negosiasi antara pemilik dengan penggarap, tetapi 

lebih dominan diatur oleh hukum adat/kebiasaan setempat. Sementara hukum 

adat sendiri tidak mengaturnya secara tegas, sehingga seringkali kedudukan 

penggarap selalu berada dalam posisi yang lemah. Dalam situasi seperti ini 

sangat dimungkinkan terjadinya kezaliman oleh pihak yang kuat (pemilik) 

terhadap pihak yang lemah yaitu penggarap.
10

 

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan diatas ada dua hal yang 

menjadi permasalahan. Pertama, sistem bagi hasil pada kebun karet yaitu 

                                                 
9
Wawancara pra survey dengan Bapak Ahmat Dasi  selaku penggarap kebun karet di 

Desa Tanjung Rejo, tanggal 7Agustus 2017. 

 
10

 F. Hermawan, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa 

Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)”, Jurnal Ilmu Hukum, (Kediri:Universitas Islam 

Kediri), Vol 1, No. 2, h. 93. 



maro dengan ketentuan pemilik kebun menyediakan pohon karet saja. 

Sedangkan penggarap melakukan pekerjaan merawat sekaligus bekerja 

menyadap pohon karet. Kedua, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi 

antara kedua pihak, yaitu tidak ada keterjelasan akad masa berakhirnya dalam 

kesepakatan bagi hasil ini bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya. 

Selain itu, bagi hasil yang sudah disepakati mengandung unsur ketidakadilan 

antara kedua belah pihak. Karena ada salah satu pihak yang mengeluarkan 

biaya yang lebih besar dan juga menyadap pohon karet tersebut, tetapi 

menerima bagi hasil yang sama besarnya bahkan ada yang mendapatkan hasil 

yang relatif lebih kecil dibandingkan pemilik kebun, dari penjelasan tersebut 

muncul indikasi adanya pihak yang terzalimi, hal ini tentu tidak sesuai 

dengan prinsip keadilan yang ada dalam etika bisnis Islam. 

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih mendalam mengenai faktor permasalahan yang muncul di 

tengah masyarakat khususnya pada pemilik kebun dan penggarap yang 

berada di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Setelah memperhatikan fokus penelitian pada latar belakang 

tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: bagaimana 

Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Tanjung 

Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Perspektif Etika Bisnis Islam? 

  

 



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode 

ilmiah untuk dapat menemukan dan mengembangkan serta menguji 

kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil 

penggarapan kebun karet yang berlaku di Desa Tanjung Rejo, Kec. 

Negeri Agung, Kab Way Kanan Perspektif Etika Bisnis Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang di harapkan 

peneliti adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan 

tentang muamalah (bagi hasil). Khususnya bagi masyarakat desa 

Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. Minimal menjadi 

bahan pertimbangan masyarakat lain dalam mengadakan perjanjian 

bagi hasil yang benar. 

b. Secara praktis, dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan 

pembaca mengenai etika bisnis Islam tentang penentuan bagi hasil 

yang sesuai dengan muamalah, sehingga akan dapat melakukan 

perjanjian bagi hasil musaqah yang sesuai dengan muamalah dan juga 

prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam. 

 

 

 

 



D. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Untuk itu, 

tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini 

sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan di lakukan 

berada
11

. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian karya 

ilmiah yang terkait dengan pembahasan, di antaranya: 

1. Hasil penelitian Laiqoh (04380024/04) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, 

Kab. Rembang”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN 

Sunan Kalijaga lulus  tahun 2004. Hasil skripsi ini menjelaskan bagaimana 

masyarakat Tireman yang tidak mempunyai cukup modal bekerja pada 

majikan yang memiliki modal. Kemudian para buruh tersebut diberi 

bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan persentase yang telah di 

sepakati sebelumnya.
12

 

2. Hasil penelitian Epi Yuliana (2008), yaitu yang berjudul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu 

Kabupaten Musi Manyuasin Sumatera Selatan, permasalahan yang ada 

yaitu pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio 1/3 

bagian untuk pemilik kebun dan 2/3 untuk penggarap. Penjualan dan 

penentuan harga karet perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh 

pemilik kebun, biasanya penetapan harga perkilogram karet adalah 
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menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2%. Hasil dari skripsi ini 

adalah pelaksanaan bagi hasil hasil kebun karet yang terjadi sudah sesuai 

dengan hukum Islam karena tidak ada unsur penipuan dan pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan.
13

 

3. Hasil penelitian Mukhamat Khairudin (05380024) “Praktik Bagi Hasil 

Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo 

Menurut Hukum Islam”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat 

UIN Sunan Kalijaga lulus  tahun 2009. Hasil skripsi ini pertama bahwa 

akad praktek nggado dilakukan secara lisan, dalam aplikasinya sudah 

memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subyek, obyek dan 

sighat, hal tersebut sudah sesuai dengan syari’at. Kedua dalam hal modal 

dan biaya operasional di tetapkan sesuai adat serta didukung oleh beberapa 

pendapat ulama, karena proses yang singkat dan perolehan keuntungan 

yang relatif besar. Ketiga dalam hal pembagian keuntungan masyarakat 

Grantung menggunakan cara adat yang sering mereka sebut dengan istilah 

maro gati (pembagian sama rata).
14

 

4. Hasil penelitian Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara 

yang membahas Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian 

Menurut Kajian Hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan kepada 

mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis yang pertama, 

besarnya penentuan bagi hasil muzara’ah antara kedua belah pihak di 
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tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi kerelaan tanpa 

adanya unsur paksaan. Kedua, muzara’ah lahan pertanian di Desa Alur 

Nyamuk adalah mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian 

bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan 

penggrap secara lisan atas dasar kepercayaan. Ketiga, pelaksaan 

muzara’ah di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai dengan perjanjian karena 

apabila terjadi resiko atau kerugian seperti gagal panen tidak ditanggung 

bersama sama karna ada salah satu pihak yang ingkar janji (wan prestasi), 

sehingga menyebabkan ada pihak yang dirugikan atau terzalimi.
15

 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang 

diteliti yaitu sama-sama berkenaan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan 

perbedaanya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian relevan pertama 

memfokuskan pada sistem pengupahan yang sesuai dengan kesepakatan di 

awal perjajian. Kedua, pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan 

rasio 1/3 bagian untuk pemilik kebun dan 2/3 untuk penggarap. Penjualan dan 

penentuan harga karet perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik 

kebun. ketiga konsep bagi hasilnya menggunakan akad syirkah yang dalam 

penelitian tersebut modal dan kuntungannya berupa hewan sapi. Keempat 

lebih menitikberatkan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi pada akad 

muzara’ah (bercocok tanam) di daerah Langsa Sumatera Utara. Sedangkan 

penelitian yang akan dikaji menganalisa tentang pelaksanaan bagi hasil 
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penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab 

Way Kanan Perspektif Etika Bisnis Islam. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, yaitu 

dalam segi etika bisnis Islam serta pelaksanaan bagi hasil yang ditekankan 

pada prinsip keadilan pada penggarapan kebun karet (musaqah). Selain itu 

objek penelitian berada di wilayah berbeda dengan penelitian yang 

ditemukan. Pada penelitian kali ini dilakukan di Desa Tanjung Rejo, Kec. 

Negeri Agung, Kab. Way Kanan. Kemudian peneliti menuangkan kedalam 

sebuah karya tulis ilmiah dengan Judul Penerapan Akad Bagi Hasil 

Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa 

Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan). 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Musaqah 

1. Pengertian Musaqah 

Menurut bahasa musaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu 

seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau 

pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan 

mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.
16

 

Menurut terminologi musaqah adalah akad untuk pemeliharaan 

tanaman (pertanian) dan yang lainnyaa dengan syarat-syarat tertentu. 

Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. 

Yaitu dibagi menjadi lima macam: 

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu 

dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, 

misalnya pohon anggur dan zaitun. 

b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti 

pohon kayu keras, karet, dan jati. 

c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat 

dipetik. 

d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang 

dapat dipetik, tetapi memilikiki kembang yang bermanfaat, seperti 

bunga mawar. 

e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, 

bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah 

dan di tempat lainnya.17 

 

Dapat disimpulkan musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama 

pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu 

dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala 
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sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama 

antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka 

buat.18 

Penggarap disebut musaqi dan pihak lain disebut pemilik pohon, 

yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah semua yang ditanam 

agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada 

ketentuannya dan akhinya dalam pemotongan/ penebangan baik pohon 

itu berbuah atau tidak. Musaqah ialah bentuk yang lebih sederhana dari 

muzara’ah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman 

dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu 

dari hasil panen.19 

2. Landasan Hukum 

Penentuan keabsahan akad musaqah dari segi syara’, terdapat 

perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka 

berpendirian bahwa akad musaqah dengan ketentuan petani penggarap 

mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena 

musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan 

sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Akan tetapi menurut 

kebanyakan ulama, hukum musaqah itu boleh atau mubah, berdasarkan 

sabda Rasulullah SAW : 
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ناْهوَ   جنُ مبِ ياْ وَ وَ  وَ وَ  موَ  يوَخاْ نُ لوَ أوَهاْلوَ خوَ سوَ تَّ وَ  وَ موَ سنُ لوَ اللهبِ صوَ تَّ  اللهنُ  وَ وَياْهبِ اوَ أوَنتَّ روَ

ع راْ ٍ  أوَااْ زوَ ناْ  وَموَ  مبِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan 

kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh 

mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari 

penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil 

tanaman”.
20

 

 

         Musaqah juga didasarkan atas ijma’ (kesepakatan para ulama), 

karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk social 

antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka 

yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-

Maidah ayat 2 

بِ لۡ بِ اوَ وَ  وَ وَ اوَ نُ واْ  وَ وَ    ٱلتَّ لۡ وَ ىٰۖ  اوَ   ٱلۡ بِ رِّبِ اوَ وَ وَ اوَ نُ واْ  وَ وَ    نبِِۚ اوَ   ٱلۡ اوَىٰۖ  نُدلۡ
وَ     تَّ نُ واْ اوَ   ٱلۡ   للّتَّ

وَ إبِنتَّ  يدنُ   للّتَّ   ٢  ٱلۡ بِ وَ ببِ شوَدبِ

  
Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.21 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-

hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan 

baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong 

menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya 
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membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin 

menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. 

3. Rukun dan Syarat-Syarat Musaqah 

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap 

rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang 

menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan 

qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.22 

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanabilah berpendiriran bahwa transaksi musaqah harus memenuhi lima 

rukun, yaitu: 

a. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul. 

b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi; 

c. Tanah yang dijadikan objek musaqah; 

d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap; 

e. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah.23 

 

Menurut Ulama Syafi’iyah ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhidalam rukun-rukun musaqah, sebagai berikut : 

a. Sighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan 

kadang mendekati terang (sindiran). 

b. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama 

musaqah tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah 

dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar 

memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah 

dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang 

dijelaskan di bab jual beli. 

c. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musaqah 

tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut. 
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d. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musaqah 

tidakakan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari 

penggarapan sampai masa panen.
24

 

 

Rukun musaqah adalah ijab dan qabul, ijab dinyatakan oleh 

pemilik pohon, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap pohon. 

Menurut Malikiyah, akad musaqah mengikat dengan diucapkannya lafal 

ijab dan qabul tidak dengan pekerjaan, sedangkan menurut Hanabilah 

musaqah tidak perlu ijab qabul dengan lafal, cukup memulai 

penggarapan langsung. Syafi’iyah justru mensyaratkan dengan ijab qabul 

dengan lafal. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun 

adalah: 

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap 

bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. 

b. Objek musaqah, objek musaqah menurut ulama Hanafiah adalah 

pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut 

sebagian julama Hanafiyah muta’akhirin menyatakan musaqah juga 

berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu 

dibutuhkan masyarakat.25 

 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musaqah adalah 

tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan 

dua syarat: 

1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen; 

2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas; 

3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh; 

4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara 

tanaman itu.26 
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Objek musaqah menurut ulama Hanabilah bahwa musaqah 

dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh 

sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memeiliki 

buah.Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh 

dijadikan obyek akad musaqah adalah kurma dan anggur saja. Kurma 

didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaibar. 

c. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, 

sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga 

dan sebagainya. 

d. Shighat dapat dilakukan dengan jelas (sharih) dan dengan samara 

(kinayah).Disyariatkan shighat dengan lafaẓ dan tidak cukup dengan 

perbuatan saja.27 

 

Syarat-syarat musaqah tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan syarat-syarat muzara’ah. Hanya saja dalam musaqah tidak 

disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah 

untuk ditanami, dan ketentuan waktunya. 

Selain itu di dalam melakukan akad musaqah disyaratkan 

terpenuhinya hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa pohon yang di-musaqah-kan diketahui dengan jalan melihat, 

atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan 

kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu 

yang tidak diketahui dengan jelas. 

b. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena 

musaqah adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. 

Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharār. 

c. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa 

lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musaqah, tetapi sunnah, 

yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah ẓahiriyah. 

d. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa musaqah telah 

berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan 
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ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa 

imbalan, sampai pohon itu berbuah masak. 

e. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. 

Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. 

Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih 

adalah bahwa musaqah tidak dibolehkan. Karena tidak lagj 

membutuhkan hal itu, kalaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah 

(sewa-menyewa), bukan lagi musaqah. Namun, ada pula yang 

membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal 

itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah 

itu tentu lebih utama. 

f. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu 

diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam 

perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon 

mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, 

maka musaqah tidak sah. 

g. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad 

dinyatakan fasakh dan musaqah menjadi fasad.28 

 

Buah tersebut dikhususkan untuk pemilik dan pekerja, sehingga 

tidak boleh menyertakan persyaratan bahwa sebagian buah menjadi milik 

seseorang selain mereka. Akad dilakukan setelah buah mulai terlihat dan 

sebelum tampak matang. Musaqah harus dibatasi dengan waktu yang 

pada umumnya pohon dapat berbuah dan dengan rincian bagi hasil buah 

yang sudah diketahui secara akurat. Pekerjaan dan kewenangan merawat 

kebun hanya dilakukan oleh pekerja. 

Para fuqaha menyebutkan bahwa untuk sah nya musaqah, 

disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat di 

makan. Maka, musaqah tidak sah apabila pohonnya tidak berbuah atau 

pohon berbuah tetapi tidak dapat dimakan, karena hal itu tidak terdapat 

pada nash.
29
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4. Akad Musaqah 

       Menurut etimologi, akad yaitu ikatan antara dua perkara, baik 

ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawai dari satu segi 

maupun dua segi.30 

       Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Akad yaitu 

suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun 

tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki ikatan hukum 

yang mengikat untuk melaksanakannya.
31

 

       Akad musaqah merupakan akad untuk pemeliharaan pohon kurma, 

tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu.32 Selain 

itu, musaqah dapat diartikan mempekerjakan manusia untuk mengurus 

pohon dengan menyiramnya dan hasil dari pohon itu untuk mereka 

berdua.33 

       Setelah mengetahui definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan akad musaqah ialah akad antara pemilik dan pekerja 

untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon 

yang diurusnya.     

       Kriteria-kriteria akad musaqah adalah sebagai berikut: 

a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, 

pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan 

tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap. 

b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah 

pihak (pemilik dan petani). 
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c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka 

masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa. 

d. Akad musaqah yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, 

sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, 

kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk 

melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik 

perkebunan berrhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali 

ada uzur pada diri petani itu. 

e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musaqah lain 

dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik 

perkebunan (pihak pertama).34 

 

Berdasarkan kriteria di atas penggarapan yang tidak 

berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh 

disyaratkan. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas 

ditanah, tidak wajib dibebani kepada penggarap, menyiram, 

menyediakan alat garapan merupakan kewajiban penggarap. 

Bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban 

penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah 

kewajiban pemilik kebun.   

5. Berakhirnya Akad Musaqah 

       Menurut ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila: 

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. 

b. Salah satu pihak meninggal dunia. 

c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan 

akad.35 

       Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya 

adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil 
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tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan 

dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya 

boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, 

sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan 

petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad 

meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih 

antara meneruskan akad atau menghentikannya. 

 

B.    Etika Bisnis Dalam Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti 

kebiasaan (custom) atau karakter (character).
36

Secara logika etika bisnis 

adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis.Tujuan 

bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan tetapi harus dengan 

mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku.
37

Etika bisnis 

Islam adalah studi sistematis tentang konsep baik/buruk, benar/salah, 

dalam dunia bisnis serta berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang 

membenarkan seseorang dalam pengaplikasiannya.
38

Etika sebagaimana 

moralitas, berisikan norma-norma dan nilai yang kongkret yang menjadi 

pedoman hidup manusia dalam seluruh kehidupan, juga sebagai refleksi 
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dan rasional, untuk membantu manusia bertindak secara bebas tapi dapat 

di pertanggungjawabkan.
39

 

Hendaknya dalam melakukan suatu bisnis, seorang pebisnis 

memiliki konsep nilai baik dan buruk dalam dunia usaha.Dengan 

berdasarkan nilai-nilai moral hukum untuk mendapatkan keuntungan, 

yang sesuai dengan moralitas yang di gunakan sebagai pedoman hidup 

bagi manusia. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah ilmu yang 

membahas tentang usaha ekonomi yang dilakukan sesuai dengan aturan-

aturan tentang baik/ buruk berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai 

dengan syariat Islam. 

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis menurut Islam digali langsung dari Al Qur’an dan 

Hadist Nabi, dalam ajaran Islam etika bisnis menekankan pada empat 

prinsip sebagai berikut: 

a. Keesaan (Tauhid) 

Keesaan adalah konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek 

kehidupan umat muslim baik bidang ekonomi maupun bidang 

politik, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-

Jumu’ah Ayat 9-10 

وَيُّهوَ  أ
َٰٓ ينوَ  يوَىٰۖ مبِ   ٱتَّ بِ ن يوَ لۡ ةبِ مبِ يوَ ٱبِ صتَّ وَ ىٰۖ واْ إبِذوَو  نُ دبِ ننُ َٰٓ وموَ منُ وَ بِ ءوَ واْ  وَ   ٱلۡ نُ كلۡ بِ   سلۡ وَ لۡ إبِٱوَ ىٰۖ ذبِ

بِ  اواْ   للّتَّ ذوَرنُ  وَيلۡ وَِۚ اوَ
ٞ  ٱتَّكنُ لۡ إبِن كنُنلنُ لۡ  وَ لۡ وَمنُ نوَ   ٱلۡ يلۡ ٱبِكنُ لۡ خوَ

يوَتبِ  فوَإبِذوَو ٩ذوَىٰۖ ةنُ قنُضبِ   ٱصتَّ وَ ىٰۖ
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اواْ  وَ  وَرلۡ بِ فبِي    لوَ بِ نُ لوَ نُ واْ اوَ   ٱلۡ لبِ   ٱلۡ ن فوَضلۡ بِ مبِ اواْ اوَ   للّتَّ كنُ نُ وَ   ذلۡ كوَثبِيٗ و ٱتَّ وَ تَّكنُ لۡ   للّتَّ

  ١٠ نُفلۡ بِحنُ نوَ 
 

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 

shalat Jum´at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat 

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui Apabila telah ditunaikan shalat, 

maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.
40

 

 

       Terlihat bahwa setiap muslim dalam melakukan pekerjaan 

diperintah untuk banyak-banyak mengingat allah agar kamu 

beruntung. Disimpulkan bahwasanya segala aktifitas bisnis yang di 

lakukan muslim itu semata-mata demi kepentingan dunia dan 

kepentingan akhirat. 

b. Keseimbangan (keadilan). 

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis sudah 

dijelaskan dalam konteks kepembendaharaan bisnis dalam suatu 

usaha, seperti menyempurnakan takaran bila menakar dan 

menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan 

perilaku baik yang dapat menghindarkan dari perbuatan tercela. 

Dalam QS. Al-Muthafiffin: 1-3 yang berbunyi: 

لٞ  يلۡ طوَفرِّبِفبِينوَ  اوَ منُ ينوَ   ١ٱرِّبِ لۡ لوَ ٱنُ واْ إبِذوَو   ٱتَّ بِ فنُ نوَ   ٱنتَّ ابِ  وَ وَ    كلۡ لوَ لۡ إبِذوَو   ٢يوَسلۡ اوَ

انوَ  سبِ نُ زوَ نُ هنُ لۡ ينُخلۡ   ٣كوَ ٱنُ هنُ لۡ أوَا اتَّ
 

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang  

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain mereka minta dipenuhi dan apa bila mereka 
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menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi.
41

 

 

Pada ayat di atas dijelaskan apabila berbisnis, agama Islam 

mengedepankan kejujuran serta keadilan, sifat keseimbangan bukan 

sekedar karakteristik dinamis yang harus di perjuangkan oleh setiap 

muslim dalam kehidupannya.
42

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa prinsip 

keadilan mengajarkan bahwa dalam melakukan suatu tindakan bisnis 

harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain, tidak boleh 

memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang 

dirugikan dari kegiatan tersebut.  

c. Kebebasan 

Kebebasan dalam berbisnis ialah manusia memiliki kebebasan 

untuk membuat perjanjian, termasuk bebas untuk menepati atau 

mengingkari perjanjian tersebut.
43

 Sifat amanah seorang muslim 

tergambar dalam QS. Al-Maidah ayat 1: 

وَيُّهوَ  أ
َٰٓ ينوَ  يوَىٰۖ فنُ واْ ببِ   ٱتَّ بِ واْ أوَالۡ ننُ َٰٓ وموَ يموَ نُ   ٱلۡ نُ نُ دبِِۚ ءوَ وَ لۡ وَىٰۖ بِ أنُحبِ تَّتلۡ ٱوَكنُ  ٱوَهبِ إبِ تَّ موَ  ينُللۡ وَ ىٰۖ   ٱلۡ

حبِ رِّبِي  كنُ لۡ غوَيلۡ وَ منُ دبِ  وَ وَيلۡ يلۡ م ٌۗ إبِنتَّ   ٱصتَّ أوَ لنُ لۡ حنُ نُ وَ اوَ يدنُ   للّتَّ كنُ نُ موَ  ينُ بِ   ١يوَحلۡ
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
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haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.
44

 

 

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa manusia di bumi 

ini diberi kebebasan untuk berkehendak tetapi mereka tidak boleh 

keluar dari apa yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Dengan 

demikian bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk 

melakukan bisnis berdasarkan keinginan, selama aktivitas bisnis 

tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain dan tidak ada paksaan 

dari siapapun. 

d. Pertanggungjawaban 

Tanggungjawab merupakan prinsip yang erat kaitannya 

dengan prinsip kebebasan setiap tingkah laku manusia baik ataupun 

buruk nantinya akan di pertanggungjawabkan. 

سوَنوَٗ  يوَكنُن ٱتَّهنُ  متَّن  وَ ةً حوَ
فوَ لۡ شوَفوَىٰۖ  وَٗ  سوَيرِّبِئوَٗ  يوَكنُن  ۥيوَ لۡ

فوَ لۡ شوَفوَىٰۖ ن يوَ لۡ موَ هوَ   اوَ نلۡ يبٞ مرِّبِ  وَصبِ

كوَ نوَ  ۥٱتَّهنُ  هوَ ٌۗ اوَ نلۡ لٞ مرِّبِ فلۡ نُ كبِ ءٖ مُّ بِيلٗ    للّتَّ   ٨٥ وَ وَ ىٰۖ كنُلرِّبِ شوَيلۡ
 

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa´at yang baik, niscaya 

ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan 

barangsiapa memberi syafa´at yang buruk, niscaya ia akan 

memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.
45

 

 

       Pemaparan di atas sudah jelas bahwa semua aktifitas kegiatan 

nantinya akan di mintai pertanggungjawaban baik maupun buruk. 

Sehubungan dengan penerapan tanggung jawab dalam dunia bisnis, 
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manusia tidak boleh mengabaikan prinsip kebebasan yang dimiliki 

oleh semua orang yang terjaring didalamnya. Dengan demikian 

Tanggung jawab merupakaan prinsip yang sangat berhubungan 

dengan perbuatan manusia, kerena dengan segala kebebasan yang 

dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak lepas dari tanggung 

jawab atas apa yang dilakukanya dan dalam berbisnis tidak boleh 

merugikan orang lain.  

 

 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field study research (penelitian lapangan) 

yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam 

terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu 

kasus.
46

Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan 

sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
47

 Dalam 

tahap-pra lapangan  dilakukan kajian literatur (pustaka), mulai dari buku-

buku tentang musaqah ataupun dari penelitian dan tulisan terdahulu yang ada 

kaitannya dengan musaqah dan  juga melakukan pra interview kepada Kepala 

Desa, penggarap dan pemilik kebun di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri 

Agung, Kab. Way Kanan. 

Penelitian lapangan (field research) ini dilakukan dengan meneliti 

objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang 

maksimal. Dalam hal ini lokasi bertempat di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri 

Agung, Kab. Way Kanan. 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa 

keterangan-keterangan dan bukan berupa hitungan dan angka-angka. Sumadi 
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Suryabrata menyatakan bahwa, “Pemikiran deskriftif merupakan penelitian 

yang dilakukan untuk membuat pendadaran (deskripsi) secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”.
48

 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa deskriptif 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran 

secara sitematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang 

dipisahkan menurut kategori untuk memeperoleh kesimpulan. 

Mengenai hal ini peneliti ingin melaporkan sesuatu yang aktual 

mengenai perspektif etika bisnis Islam terhadap akad bagi hasil penggarapan 

kebun karet di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. 

 

B. Sumber  Data 

Menurut Suharsimi Arikanto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
49

Di dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data 

primer maupun sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber yang langsung dari lapangan 

termasuk laboratorium.
50

Sumber data primer dalampenelitianini adalah 

Kepala Desa, Pemilik kebun, Penggarap kebun serta masyarakat di 
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Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. Dimana 

dalam hal ini hanya ada tiga pemilik dan penggarap yang melakukan 

praktek kerjasama musaqah didesa tersebut. Maka dari itu peneliti 

mengampil tiga sampel tersebut untuk diteliti. Dalam mengambil 

sampel ini peneliti mempertimbangkan sesuai tujuan penelitian. Antara 

lain Bapak Iman Sopandi selaku Kepala Desa, Bapak Sutomo dan 

Bapak Ahmat Dasi (selaku pemilik dan penggarap yang pertama), 

Bapak Setiadi Putra dan Bapak Edi Sutongah (selaku pemilik dan 

penggarap yang kedua), dan Bapak Admin dan Bapak Dodi Supardi 

(selaku pemilik dan penggarap yang ketiga). 

2. Sumber Data Sekunder 
 

Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan 

bacaan
51

 Dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, 

jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian ini seperti buku-buku 

pustaka Hendi Suhendi (Fiqh Muamalah), Nasrun Haroen (Fiqh 

Muamalah), Rachmat Syafe’I (Fiqh Muamalah), dan lain sebagainya, serta 

dilengkapi dengan dokumen-dokumen kependudukan di Desa Tanjung 

Rejo.
 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan 
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berbagai cara.
52

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.53 

1. Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak 

yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.54 

Pada skrisi ini peneliti menggunakan sistem Interview bebas terpimpin 

(kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).
55

 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian interview bebas 

terpimpin yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan 

kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan responden 

diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interview ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang bagi hasil penggarapan 

kebun karet yang terjadi di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. 

Way Kanan. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 

Bapak Iman Sopandi selaku Kepala Desa, Bapak Admin, Sutomo dan 

Setiadi Putra selaku pemilik kebun, Bapak Ahmad Dasi, Dodi Supardi 

dan Edi Sutongah selaku Penggarap kebun. 

2. Metode Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan 
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sebagainya.
56

 Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian 

kualitatif.
57

 Sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah 

berupa profil Desa Tanjung Rejo, dokumentasi dan lain-lain. 

 

D. Teknik Analisa Data 

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah 

data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa “mengelola data berarti menyaring dan mengatur data 

suatu informasi yang sudah masuk”.
58

 Oleh Karena itu data yang sudah 

masuk akan penelitian alias secara cermat dan teliti. 

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.59 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian 

merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen 

interview maupun pengamatan langsung  pada obyek penelitian sehingga dari 

data-data yang terkumpul peneliti mengetahui Penerapan akad bagi hasil 

penggarapan kebun karet perspektif etika bisnis Islam di Desa Tanjung Rejo, 
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Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanandengan menggunakan cara berfikir 

induktif. 

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau 

peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang 

mempunyai sifat umum.
60

 

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data, peneliti 

menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil interview yang akan 

dilakukan peneliti terhadap Kepala Desa, penggarap kebun, pemilik kebun 

serta masyarakat di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way 

Kanan,maka akan didapati fakta yang berlaku secara umum. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

E. Gambaran Umum Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung 

Kabupaten Way Kanan 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri 

Agung Kabupaten Way Kanan 

Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way 

Kanan adalah Desa translok yang berdiri sejak tahun 1982, dengan luas 

wilayah 1619 ha. Penduduk Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri 

Agung Kabupaten Way Kanan awalnya berasal dari Tanggamus, 

Lampung Tengah, Lampung Timur dan pada tahun 2006 kemudian 

menyusul Jawa Tengah yaitu Boyolali.
61

 

Pada masa perkembangannya Desa Tanjung Rejo Kecamatan 

Negeri Agung Kabupaten Way Kanan mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Hal ini di 

tandai dengan besarnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan 

anaknya hingga perguruan tinggi dan juga mulai masuknya lembaga 

keungan seperti perbankkan. 

Selain daripada itu tingkat perekonomian masyarakatnya pun 

mengalami kemajuan yang sangat signifikan, bahkan untuk taraf hidup 

ekonomi pedesaan sudah dapat di katakan tingkat perekonomiannya 

                                                 
61

. Wawancara dengan  Bapak Iman Sopandi (Kepala Desa Tanjung Rejo), Tanggal 20 

November 2017 

 



maju. Pendapatan masyarakat bersumber dari perkebunan karet dan 

usaha lain yang digeluti oleh masyarakat Desa Tanjung Rejo. 

Terlepas dari perekonomian masyarakat yang maju tetapi tidak di 

imbangi dengan sistem pemerintahan yang baik, hal ini dapat terlihat dari 

pergantian kepala desa sebanyak dua belas kali. Yang pada umumnya 

pergantian tersebut terjadi pada saat periode jabatan yang belum 

berakhir. Hal ini terjadi karena di Desa Tanjung Rejo mengalami 

permasalahan yang sangat pelik karna banyaknya aparatur Desa yang 

tidak jujur (korupsi)  dan ada juga yang tersandung masalah hukum yang 

lain. 

Pada periode pertama Desa Tanjung Rejo di pimpin oleh Bapak 

Ahmad Hoyyi tahun 1982 s.d 1986, selanjutnya Bapak Junaidi tahun 

1986 s.d 1989, Bapak Muhammad tahun 1989 s.d 1993, Bapak Sukiyat 

Ahmad tahun 1993 s.d 1995, Bapak Dedi Mansyut Syah tahun 1995 s.d 

1999, Bapak Abdul Khutub tahun 1999 s.d 2000, Bapak Wasono tahun 

2000 s.d 2002, Bapak Sukarman tahun 2002 s.d 2005, Bapak Lasikun 

Abdul Majid tahun 2005 s.d 2010, Bapak I Made Parte 2010 s.d 2013, 

Bapak I Made Kesian tahun 2013 s.d 2016, selanjutnya Bapak Iman 

Sopandi tahun 2015 s.d sekarang.
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2. Letak Geografis Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way 

Kanan 

1. Keadaan Geografis 

Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way 

Kanan berada pada ketinggian 50° di atas permukaan laut, dengan curah 

hujan sekitar 2.264-2.860 mm/tahun. Adapun topografi Desa Tanjung 

Rejo adalah berbukit dengan suhu udara 27°-35°c
63

. 

Jumlah penduduk Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri agung 

Kabupaten Way kanan adalah 3.710 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 1060, dengan perincian sebagai berikut: 

jumlah penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut: Tidak 

Sekolah 73 jiwa, TK sebanyak 113 jiwa, Sekolah Dasar 624 jiwa, SLTP 

sebanyak 1908, SLTA sebanyak 956, Diploma I-III sebanyak 12 jiwa, 

Sarjana SI-SIII sebanyak 61 jiwa. 

Jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu, agama Islam sebanyak 

2.910 jiwa, agama Kristen 9 jiwa, agama Hindu 762 jiwa, agama 

Khatolik 24 jiwa, dan agama Budha sebanyak 5 jiwa. 

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yaitu PNS (Guru) 35 

jiwa, TNI/POLRI  sebanyak 6 jiwa, Wiraswasta sebanyak 123 jiwa, 

Petani perkebunan sebanyak 717 jiwa, Buruh Tani sebanyak 87 jiwa, 
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Pensiunan/Veteran 15 jiwa, dan Industri kecil rumah tangga sebanyak 18 

jiwa.
64

 

Sedangkan untuk lahan perkebunan di Desa Tanjung rejo seluas 

1074 ha. Dengan perincian sebagai berikut: ladang karet seluas 955 ha, ladang 

jagung 32 ha, ladang singkong 70 ha dan peladangan palawija/sayuran 18 ha. Di 

Desa Tanjung Rejo tidak ada lahan persawahan karena tidak adanya titik 

sumber mata air atau rawa-rawa.
65 

Berdasarkan perincian penduduk menurut pekerjaan di atas, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Rejo 

bermatapencaharian sebagai petani perkebunan dan juga di dukung 

dengan profesi buruh yang memadai, hal ini dapat menjadi pemecahan 

masalah apabila ada pemilik kebun yang tidak mampu menggarap 

kebunnya sendiri, atau dalam istilah fiqih muamalah di sebut dengan 

Musaqoh.  

Banyaknya profesi sebagai petani perkebunan dan penggarap 

didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan 

yang rendah, profesi turun temurun dari orang tua dan faktor geografis 

yang mendukung untuk dijadikan lahan perkebunan sebagai 

pekerjaannya, jadi tidak heran jika sebagian besar masyarakat di Desa 

Tanjung Rejo berprofesi sebagai petani perkebunan dan juga buruh 

penggarap.  
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F. Penerapan akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung 

Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan 

Masyarakat Desa Tanjung Rejo dalam melaksankan kehidupan sehari-

hari tidak terlepas dari tuntunan Agama Islam. Masyarakat setempat 

kebanyakan bekerja sebagai petani yaitu dibidang perkebunan karet.untuk 

mengatasi adanya kebun yang tidak produktif karena keterbatasan waktu atau 

ketidakmampuan pemilik, atau untuk mengatasi adanya orang yang mampu 

bekerja tapi tidak memiliki kebun, Islam menganjurkan untuk adanya kerja 

sama antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam perekonomian islam 

dikenal beberapa bentuk kerjasama diantaranya dengan istilah musaqoh. 

musaqoh adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap 

dengan tujuan supaya kebun dirawat sehingga memberikan hasil yang 

maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak penggarap 

merupakan hak bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. 

Berikut adalah tabel masyarakat yang melakukan kerjasama musaqoh 

beserta hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik kebun dan 

penggarap kebun di Desa Tanjung Rejo yaitu:  

Tabel I 

Daftar Pemilik dan Penggarap Kebun 

No 

Nama 
Luas Kebun 

Pemilik Penggarap 

1. Sutomo Ahmat Dasi 100 m
2
 

2. Setiadi Putra Edi Sutongah  100 m
2
 



3. Admin  Dodi Supardi  100 m
2
 

Sumber:wawancara dengan pemilik kebun dan penggarap yang di 

dalamnya melakukan musaqoh. 

 

Berdasarkan wawancara dengan sutomo sebagai pemilik kebun 

menerangkan bahwa, praktek kerjasama penggarapan kebun karet di Desa 

Tanjung rejo menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dan 

bukti tertulis, dikarenakan masyarakat setempat beranggapan perjanjian yang 

dilakukan secara lisan sudah sah menurut adat. sedangkan untuk pembagian 

hasilnya dengan cara maro sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemilik 

kebun dan penggarap, namun akad maro ini dapat berubah menjadi mertelu 

ketika harga karet melonjak tinggi saat panen tiba. 

Perubahan akad dari maro ke mertelu ini dibuat secara sepihak oleh 

pemilik kebun, ketika harga karet melambung tinggi pada saat panen tiba 

tanpa sepengetahuan penggarap. Cara perubahan akad seperti ini dianggap 

tidak adil dan sangat merugikan penggarap, karena pemilik lahan mengambil 

keputusan secara sepihak tanpa melakukan diskusi dengan penggarap 

sehingga penggarap merasa terdzolimi”.
66

 

Berdasarkan wawancara dengan Setiadi Putra selaku pemilik kebun, 

kerja sama penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo hanya  

menggunakan asas kepercayaan, karena antara penggarap dan pemilik kebun 

dianggap sudah seperti saudara. Hal ini yang melatar belakangi tidak adanya 

kepastian kapan perjanjian ini akan berakhir. Berakhirnya perjanjian biasanya 
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terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah penggarap sudah tidak 

mampu melaksanakan kewajibannya, penggarap melakukan kecurangan 

sehingga diberhentikan oleh pemilik kebun, pemilik kebun sudah mampu 

untuk menggarap kebunnya sendiri dan yang terakhir kebun karet di jual oleh 

pemilik kebun.
67

 

Perjanjian penggarapan kebun karet di dalam nya menyangkut adanya 

hak dan kewajiban terhadap masing masing pihak. Kewajiban pemilik kebun 

adalah menyerahkan kebun yang sudah ditanami bibit karet yang usaianya 

berkisar 4-5 tahun, sedangkan penggarap berkewajiban memupuk, merawat 

kebun. Dan apabila pohon karet telah memasuki masa panen, penggarap 

mulai menyadap pohon karet untuk diambil hasilnya. Adapun hak pemilik 

kebun dan penggarap yaitu menerima bagi hasil sesuai dengan perjanjian 

yang mereka buat di awal yaitu dengan presentase 50% untuk penggarap dan 

50% untuk pemilik kebun. Cara ini mereka lakukan dengan sistem kebiasaan 

yang ada di masyarakat, dari pembagian hasil tersebut penggarap sangat 

sedikit mendapatkan bagian atau bisa dibilang rugi, karena biaya perawatan 

kebun seperti membeli pupuk, perawatan kebun dan keperluan lainnya 

menggunakan biaya dari penggarap. Sedangkan pemilik kebun lebih 

diuntungkan, karena menerima hasil sama besarnya tanpa menggarap dan 

juga mengeluarkan biaya dan tenaga lebih.
68

 

Berkaitan dengan pendapatan bagi hasil yang relatif kecil dan adanya 

pergantian akad secara sepihak akhirnya muncul beberapa kecurangan. Salah 
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satunya adalah penggarap menjual hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik 

kebun, yang umumnya pada sebulan dapat menerima bagi hasil sebanyak 4 

kali karna kecurangan ini pemilik kebun menerima bagi hasil sebanyak 2 kali. 

Sehingga pemilik kebun merasa dirugikan dalam penerimaan hasilnya.
69

 

Kecurangan-kecurangan semacam ini merupakan hal yang lumrah terjadi 

dalam kerjasama penggarapan kebun karet. Permasalahan seperti ini mengacu 

pada harga karet yang cenderung rendah sehingga muncul inisiatif penggarap 

menjual hasil panen secara diam-diam supaya mendapatkan hasil yang lebih 

banyak. Permasalahan ini terjadi karena hilangnya rasa kejujuran sehingga 

tak jarang membuat penggarap kebun diberhentikan dari kerjasama. Namun 

permasalahan kecurangan seperti ini dapat diselesaikan secara adat yaitu 

dengan cara kekeluargaan.
70

 

Setelah diteliti ternyata dari ketiga sampel kerjasama yang ada dalam 

tabel semuanya menggunakan adat yang sudah ada pada masyarakat. 

Kerjasama yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo ini dikenal dengan istilah 

maro, dimana maro merupakan presentase pembagian hasil dengan 

presentasenya 50%:50%. Pemilik kebun hanya menyediakan kebun yang 

telah ditanami bibit pohon karet sedangkan penggarap bertanggungjawab atas 

perawatan, pemupukan dan juga penyadapan saat pohon karet sudah dapat 

diambil hasilnya. 

Pembagian hasil kerjasama musaqoh yang dilakukan di Desa Tanjung 

Rejo didasarkan pada harga karet pada saat panen tiba, apabila harga karet 
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tinggi maka besaran hasilnya banyak begitupun sebaliknya jika harga karet 

turun maka hasil yang didapatkan juga relatif sedikit. Banyak tidaknya hasil 

karet yang didapat juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, apabila cuaca sudah 

memasuki musim penghujan maka sudah dapat diperkirakan hasil yang 

diperoleh sedikit, hal ini disebabkan pohon karet tidak dapat diambil 

getahnya karena basah. Dari fakta tersebut tidak jarang ada perubahan akad 

yang terjadi dimasyarakat, yang semula dengan pembagian hasil maro 

berubah menjadi mertelu. Keputusan ini dibuat secara sepihak oleh pemilik 

kebun apabila harga karet melambung tinggi dengan demikian seringkali 

penggarap memperoleh hasil yang sedikit yang disebabkan perubahan akad 

pada saat harga karet melambung tinggi. Sedangkan apabila terjadi gagal 

panen atau hasil yang tidak maksimal yang disebabkan oleh pergantian 

musim, untung dan ruginya ditanggung oleh pemilik kebun dan penggarap. 

Kemudian muncul beberapa masalah lain seperti harga karet yang 

cenderung rendah hal ini menyebabkan adanya potensi kecurangan yang 

terjadi pada kerjasama ini, seperti penggarap secara diam-diam menjual hasil 

panen supaya mendapatkan hasil yang lebih besar. Upaya ini mereka lakukan 

dengan dalih balas dendam dengan pemilik kebun yang secara sepihak 

melakukan pergantian akad ketika harga karet melambung tinggi yang semula 

maro diubah menjadi mertelu. Hal ini menyebabkan penggarap menerima 

bagi hasil yang relatif kecil dibanding dengan yang diterima pemilik kebun. 

Namun permasalahan kecurangan ini dapat diselesaikan dengan cara adat 

istiadat yaitu dengan cara kekeluargaan. 



G. Analisis Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa 

Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Perspektif Etika 

Bisnis Islam 

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam sangat penting diterapkan dalam 

kegiatan kerjasama perkebunan (musaqoh) supaya tidak ada salah satu pihak 

yang dirugikan. Dalam membahas prinsip etika bisnis Islam, ada yang benar-

benar harus kita perhatikan yakni etika bisnis dalam Islam yang 

sesungguhnya bermuara pada kaidah Islam yang bersumber dari syari’at 

agama yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad 

musaqoh adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap 

agar merawat kebun hingga dapat diambil hasilnya, kemudian pembagian 

hasilnya sesuai dengan perjanjian. Di sini peneliti akan menganalisa 

penerapan akad bagihasil musaqoh yang terjadi di Desa Tanjung Rejo 

perspektif etika bisnis Islam. Terdapat empat prinsip yang berkaitan dengan 

akad bagi hasil Musaqoh yaitu:  

1. Prinsip keesaan (Tauhid) 

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam, yakni bermakna bahwa 

segala yang ada di\alam semesta ini diciptakan Allah bukan karna 

kebetulan melainkan semuanya memiliki tujuan. Prinsip ini 

menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi segala 

aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan selalu terjaga, karena mereka 

tau bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu melihat apa yang kita 



lakukan. Pelaksanaan akad musaqoh yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo 

menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Hal ini bisa dilihat 

dari cara mereka bertransaksi dan mempercai satu sama lain dalam akad, 

dimana pemilik kebun memberikan kesempatan kepada petani penggarap 

untuk mengolah lahannya agar dapat bermanfaat dan meningkatkan 

perekonomian bagi petani penggarap lainnya. 

2. Prinsip keseimbangan (Keadilan). 

Prinsip keadilan yang mengajarkan manusia dalam setiap 

melakukan kegiatan kerjasama harus adil, baik adil bagi dirinya sendiri 

maupun adil untuk orang lain. Keadilan dalam kerjasama ini adalah terkait 

dengan bagi hasil yang diperoleh, masyarakat Desa Tanjung Rejo yang 

sudah lama melakukan pembagian hasil dengan sistem merubah akad, 

ternyata tidak memenuhi prinsip keadilan.Hal tersebut telah menyimpang 

dari konsep musaqoh, sedangkan pembagian hasil panen yang diterapkan 

dalam kerjasama musaqoh berdasarkan dengan persentase pada saat panen 

tiba yaitu maro atau mertelu bukan menurut harga karet pada saat panen 

tiba. Jadi pembagian hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo 

belum sesuai dengan konsep musaqoh menurut islam dan juga tidak sesuai 

dengan prinsip keadilan dalam perspektif etika bisnis Islam. 

3. Prinsip Kebebasan 

Prinsip kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika 

bisnis Islam, tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan 

kolektif. Kepentingan individu sangat terbuka lebar untuk menentukan 



perjanjian, tetapi harus diingat ada pihak lain yang bergantung pada 

kehendak yang akan di ambil.Berdasarkan kehendak bebas ini manusia 

mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk 

menepati janji atau bahkan mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim 

yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang 

dibuatnya. Seperti halnya akad perjanjian bagi hasil musaqoh yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Rejo, dalam hal ini perjanjian 

dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dengan sistem maro, tetapi 

pada realitanya pemilik kebun sering kali merubah akad pada saat panen 

tiba karena adanya kenaikan harga karet pada waktu panen tiba. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kebebasan melakukan perjanjian sudah sesuai dengan 

prinsip etika bisnis Islam. Tetapi alangkah baiknya jika seorang muslim 

konsisten dalam melakukan perjanjian agar tidak ada pihak lain yang 

dirugikan. 

4. Prinsip Pertanggungjawaban 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban.Seperti 

halnya dalam hadis berikut “setiap kalian adalah pemimpin dan setiap 

pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya”. 

Tergambar jelas bahwa kita selaku manusia diberi kebebasan oleh Allah 

untuk melakukan kehendak, tetapi pada prinsip pertanggungjawaban inilah 

yang ada di dalam Islam.Islam membolehkan umatnya melakukan segala 

sesuatu tanpa terkecuali baik yang sesuai dengan syariat Islam ataupun 



yang melanggar syariat. Tetapi ada pertanggungjawaban atas apa yang 

telah dilakukan.Yang dimaksut Pertanggungjawaban dalam akad musaqoh 

adalah pemilik kebun dan penggarap harus mempertanggungjawabkan 

segala sesuatu yang mereka kerjakan. 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa akad 

musaqoh jika ditinjau dari etika bisnis Islam yang ada akad ini sangat baik 

jika diterapkan dalam dunia modern saat ini. Karena dapat membantu 

menciptakan lapangan pekerjaan dibidang perkebunan khususnya 

perkebunan karet. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

diantaranya adalah, adanya konsekuensi pembagian hasil yang sesuai 

dengan kesepakatan pada saat perjanjian, konsisten dalam melakukan bagi 

hasil tanpa adanya perubahan akad ketika harga karet melambung tinggi, 

hal ini untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan. Oleh 

sebab itu pihak pemilik kebun dan penggarap harus bertanggungjawab atas 

konsekuensi yang telah disepakati, apabila di dalam musaqoh terdapat 

kerugian maka harus ada perbaikan mengenai tata cara dalam berakad 

musaqoh yang benar. 

 

 

 

  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab 

sebelumnya atas masalah yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kerja sama musaqoh yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo, kec. 

Negeri Agung, Kab. Way kanan bersumber dari ketidakmampuan pemilik 

lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada masyarakat yang 

tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih 

untuk menggarap kebun milik orang lain. Semua rukun musaqoh sudah 

terpenuhi sehingga hukum kerjasama musaqoh di Desa Tanjung Rejo, kec. 

Negeri Agung, Kab. Way kanan adalah sah. Tetapi ada beberapa hal yang 

membuat musaqoh menyimpang dari kaidah Islam yaitu mengenai perjanjian 

yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti, batas waktu 

kerjasama tidak ditentukan secara jelas dan berubahnya akad bagi hasil dari 

maro ke mertelu yang disebabkan melonjaknya harga karet pada saat panen 

tiba. 

Etika etika bisnis Islam terhadap akad bagi hasil penggarapan kebun 

karet di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan tidak 

diperbolehkan karena termasuk akad yang tidak sah dalam Islam. Karena 

pada hakikatnya suatu perjanjian harus menuntut adanya bukti tertulis dan 

saksi bukan secara lisan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Selain itu 

juga belum terpenuhinya prinsip keadilan, hal ini disebabkan oleh pemilik 



kebun karet yang secara sepihak dapat merubah akad dan juga penggarap 

harus bertanggung jawab atas biaya perawatan dan melakukan penyadapan. 

Hal ini juga tidak sebanding dengan pendapatan penggarap yang relatif kecil 

sehingga pihak penggarap menjadi pihak yang dirugikan.    

B. Saran 

Berdesarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan: 

1. Pemilik kebun dan penggarap sebaiknya mengetahui dan memahami 

ilmu musaqoh supaya menghasilkan tata cara pengelolaan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. 

2. Sebaiknya dalam melakukan hal perjanjian akad kerjasama hendaknya 

dilakukan dengan cara tertulis, adanya saksi, adanya batas waktu 

berakhirnya akad, serta hak dan kewajiban pemilik dan penggarap 

harus dipenuhi, dan juga pemilik kebun dan penggarap harus 

konsekuen dan bertanggungjawab atas akad yang sudah disetujui oleh 

kedua belah pihak, dengan demikian akan lebih jelas dan terhindar dari 

persengketaan. 

3. Seharusnya pembagian hasil harus sesuai dengan kewajiban antara 

pemilik kebun dan penggarap, serta dengan mempertimbangkan 

prinsip keadilan, supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat 

perseteruan antara kedua belah pihak.  
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